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PENCEGAHAN
. DAN PENGENDALIAN
> :
-

Penyakit virus Corana adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Corona. Seluruh penjuru
dunia sedang dilanda wabah virus Corana yang melumpuhkan dunia kesehatan dan ekonomi. Diakibatkan
oleh penyakit yang disebut Covid-19 (caronavirus disease 2019) oleh WHO (World Health Organisation).
Sedangkan virusnya dinamakan SARS-CaV-2.

Untuk menyikapi penularan penyakit yang dikategorikan sebagai wabah yang mengancam
kehidupan manusiz, Pemerintah Indanesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomar & tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular. Pada penjelasan atas Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa masalah
wabah dan penanggulangnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya kesehatan secara
nasional yang sangat berkaitan dengan sektor lainnya di luar kesehatan, serta tidak terlepas dari
keterpaduan pembangunan nasional Maka dari itu, perlu adanya tindakan untuk pencegshan dan
pengendalian supaya virus Covid-19 tidak menyebar.

Dalam buku ini akan dipaparkan secara rinci dari awal munculnya Covid-19. Apa itu Virus Corana?
Bagaimana kebijakan pemerintaha dalam menanganai virus Corona haik dari pusat sampai ke daerah?

. Bapaiamana penanganan Covid-19 di daerah? Hal-hal tersebut akan di bahas dalam bab 1 buku ini.

Selain itu, hubungan antara teori fungsi, kewenangan, dan efektivitas hukum saling berkaitan
dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah untuk manangani adanya Covid-19 (bab Z). Kemudian, akan
dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi kajian, dan pelaksanaan fungsi Pemda dalam penanganan
Pandemi Covid-19 (bab 3-4). Terakhir, akan disimpulkan hasilnya melalui bagian penutup (bab 5). Oleh karena
itu, perlu diketahui bahwa saat ini sangat penting untuk selalu menjaga dan mematuhi peraturan protokol
kesehatan (prokes) di era Pandemi Covid-19,
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan
buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Pencegahan dan Pengendalian Pandemi
Covid-19.”Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan
dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan
karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima
kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku
ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang
disebabkan oleh virus corona. Seluruh dunia sedang dilanda
bencana kesehatan yang melumpuhkan dunia kesehatan dan
ekonomi diakibatkan oleh penyakit ini, yang disebut dengan
penyakit COVID-19 (corona virus disease 2019) oleh WHO (World
Health Organisation). Dalam menyikapi penularan penyakit yang
dikategorikan sebagai wabah yang mengancam kehidupan
manusia, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-
undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat dilakukan dengan
mengeluarkan berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan
tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tertulis
mulai dari undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Daerah (PERDA) dan peraturan tertulis lainnya. Sedangkan
peraturan yang tidak tertulis berupa ajakan dari pemerintah, tokoh
agama, tokoh adat yang berisi larangan dan himbauan terkait
pencegahan dan penanganan Covid-19. Sehingga buku ini akan
mencoba membahas mengenai penanganan dan Pengendalian
pandemic Covid-19.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua
pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa
manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB

PENDAHULUAN

A. Virus Corona

Penyakit virus corona adalah penyakit infeksi yang
disebabkan oleh virus corona. Seluruh dunia sedang dilanda
bencana kesehatan yang melumpuhkan dunia kesehatan dan
ekonomi diakibatkan oleh penyakit ini, yang disebut dengan
penyakit COVID-19 (coronavirus disease 2019) oleh WHO (World
Health Organisation). Sedangkan virusnya dinamai SARS-CoV-2.1

Corona dalam bahasa Inggris “crown” artinya mahkota.
Sebutan ini diambil dari struktur dinding virus yang memiliki
duri atau “spike” yang mengelilingi sel, sehingga berbentuk
mirip mahkota. Virus corona, baik SARS, MERS atau SARS CoV-
2 pada dasarnya adalah virus zoonotik, artinya dalam kondisi
normal terdapat pada hewan. Dengan kemampuannya
bermutasi (merubah komposisi DNA dan sifat), akhirnya dapat
menginfeksi sel manusia. Khusus untuk SARS-CoV-2,
berdasarkan hasil analisis genetika, para ahli menyatakan bahwa
virus ini berasal dari mutasi virus yang ditemukan di kelelawar
di Cina bagian selatan, tepatnya di kota Wuhan.?

Wabah infeksi corona yang saat ini terjadi bermula disana.
Awalnya pada akhir Desember 2019 ada sejumlah orang yang
mengalami infeksi paru-paru (pneumonia), yang dilaporkan
sebagai pneumonia atipikal. Atipikal artinya tidak serupa
dengan yang pernah ada sebelumnya, karena perburukan

2

Dasdo Antonius Sinaga.2020. Virus Corona: Hal-hal apa yang perlu
diketahui. Ketua Perhimpunan Dokter Kardiovaskular se-Indonesia
(PERKI) cabang Riau-Pekanbaru. Hal.1

Ibid.



BAB
TEORI FUNGS],

KEWENANGAN DAN
EFEKTIFITAS HUKUM

A. Teori Fungsi
Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta
pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi
fungsi yaitu menurut The Liang Gie yaitu rincian tugas yang
sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan
oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan
sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut
Moekijat, yaitu sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas
tertentu. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang
tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya,
pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.1®
Fungsi Kepala Daerah Dalam sistem pemerintahan daerah
adanya pembagian kekuasaan antara Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai badan legislatif dan pemerintah daerah/kepala
daerah sebagai badan eksekutif. Kedua lembaga penyelenggara
pemerintah daerah memiliki hubungan kerjasama serta saling
tidak menjatuhkan dan kesetaraan satu dengan yang lainnya.'”
Menurut penjelasan umum Undang-undang 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kepala

16 Nining Haslinda Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi

dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar,

Universitas Hasanuddin: Tesis, 2008.
17 H. Ismail Mz. Kajian Yuridis Tentang Peran, Tugas Dan Fungsi Kepala
Daerah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan

Prinsip-Prinsip Demokrasi. Gane¢ Swara Vol. 11 No.2 September 2017.

Hal.16

12



BAB

GAMBARAN UMUM
LOKASI KAJIAN

A. Kabupaten Kolaka Utara

Kabupaten Kolaka Utara merupakan bagian dari wilayah
Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara definitif menjadi
Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi, dan
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis
Kabupaten Kolaka Utara berada pada Koordinat 020 00" - 050
00" Lintang Selatan dan 1200 45 - 1210 60" Bujur Timur,
mencakup luas daratan dan pulau-pulau kecil seluas + 3.391,62
Km?2 Selain itu, juga memiliki wilayah perairan laut
membentang sepanjang Teluk Bone, seluas + 12.376 Km2,
dengan batas-batas sebagai berikut:>”

1. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Timur (Provinsi
Sulawesi Selatan).

2. Sebelah Timur : Kabupaten Konawe dan Kabupaten
Kolaka

3. Sebelah Barat : Perairan Teluk Bone

4. Sebelah Selatan : Kabupaten Kolaka dan Perairan
Teluk Bone

Dilihat dari letak geografisnya, wilayah Kabupaten
Kolaka Utara ini memiliki prospek pengembangan yang sangat
strategis, karena selain berada pada jalur lintasan ekonomi
regional (Jalan Trans Sulawesi) juga berbatasan langsung

57

https:/ /sippa.ciptakarya.pu.go.id /sippa_online/ws_file/
dokumen/rpi2im  /DOCRPIIM_30af57a9fe_ BAB%20IIBAB %202.pdf,
diakses 12 Juli 2021.
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BAB PELAKSANAAN
FUNGSI PEMDA
DALAM PENANGANAN
PANDEMI COVID-19

A. Regulasi
Sejak awal tahun 2020 semua pemerintah daerah
disibukkan dengan penangan pandemi covid-19 yang dikenal
juga dengan istilah virus corona. Pandemi Virus Corona (covid-
19) sejak awal munculnya menghentak semua elemen dalam
suatu  Negara, termasuk Pemerintah Daerah, sebab
kemunculannya tidak disertai dengan rumus baku dalam
penanganannya. Semua Negara berusaha menangani persoalan
pandemi ini dengan cara dan strategi yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil
kebijakan dalam upaya penanganan virus corona (covid-19).65
Berbagai regulasi dan peraturan hukum telah diterbitkan
sebagai respon terhadap pandemi covid-19. Indonesia adalah
negara yang berusaha manangani pandemi Covid-19 dengan
istilah PSBB, yaitu; Strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Strategi ini dipilih dengan pertimbangan yang berdasar pada
Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tentang
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Kondisi kedaruratan Kesehatan yang tersebar, meluas
secara cepat dan massif ke seluruh wilayah Indonesia
mendorong sejumlah pemerintah daerah melakukan langkah

65 https:/ /kompaspedia. kompas.id /baca/paparan-topik/upaya-dan-
kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19,
diakses, 15 Juli 2021.
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BAB
PENUTUP

Pandemi Virus Corona (covid-19) yang pertama kali muncul
di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019 telah menghentak
semua warga dunia, termasuk menghentak semua elemen di suatu
Negara. Kajian terkait penanganan pandemi covid-19 yang
dilakukan di Kab. Kolaka Utara dapan menarik kesimpulan bahwa
pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah Kab. Kolaka Utara dan Kab.
Gowa telah menjalankan fungsi pemerintahan dalam penanganan
pandemi covid-19 dengan membuat kebijakan dalam bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta melakukan edukasi
terkait pademi covid-19 kepda masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi
pemerintah meliputi Suberdaya Manusia (SDM) dari tenaga
Kesehatan sangat terbatas, di dalam penanganan pademi tersebut
perlu di lakukan modifikasi sarana dan prasarana untuk
menjadikan sarana yang sesuai dengan standar penanganan covid-
19, dan yang terakhir terkait anggaran dari pemerintah yang telah
melakukan realokasi dengan refocusing anggaran untuk
menanggulangi pandemi covid-19. Keterbatasan SDM yang
dimaksdukan adalah keterbatasan jumlah dokter dan tenaga
perawat baik di Kab. Kolaka Utara maupun di Kab. Gowa.
Keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan keterbatasan
Rumah Sakit Rujukan pasien covid-19, ambulance/mobil jenazah,
dan keterbatasan fasilitas isolasi danruang ICU. Sedangkan terkait
anggaran, pemerintah daerah Kab. Kolaka Utara dan Kab. Gowa
telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran, namun karena
dampak sosial ekonomi yang diakbatkan oleh pandemi covid-19 di
kedua wilayah tersebut, maka anggaran yang ada (APBD) belum
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Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

Peraturan Bupati Kolaka Utara No. 443/69 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19
di Kab. Kolaka Utara
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SK Bupati Kolaka Utara No. 360/119 tahun 2020 tentang
Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian, Pengawasan dan
Penegakan Hukum Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Kab.
Kolaka Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 02 Tahun 2020 tentang
Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII.

Wawancara:
Wawancara dengan Andi Setiawan, Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Kolaka Utara.

Wawancara dengan Mahmuddin, Kepala Bagian Biro Hukum Kab.
Gowa.

Wawancara Ketua Satgas Covid-19 Rumah Sakit Daerah Kolaka
Utara.

Hasil Wawancara dengan Syarif Nur, Ketua Satgas
Penanggulangan Covid-19 Kab. Kolaka Utara.

Wawancara dengan Andi Setiawan, Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab. Kolaka Utara.

Hasil Wawancara dengan dr. Syarif Nur, M.Kes, Ketua Satgas
Penanggulangan Covid-19 Kab. Kolaka Utara.

Hasil Wawancara dengan dr. Seniman Syamsu Sp.PD, Ketua Satgas
Covid-19 Rumah Sakit Daerah Kab. Kolaka Utara.

Wawancara dengan Suhirman, Ketua Satgas Covid-19 di RSUD
Syekh Yusuf Kab. Gowa, tanggal 21 Juni 2021.

Hasil Wawancara dengan Syarif Nur tanggal 12 Juni 2021 di
Konawe, Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Kab.
Kolaka Utara.
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